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Abstrak
 

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan diputus pailit nya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

BMT Fi Sabilillah oleh Pengadilan Niaga Semarang. Untuk itu dilakukan analisis kesusai pertimbangan

hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg mengenai kepailitan Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sesuai dengan ketentuan Hukum Koperasi.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan simpanan investasi berjangka

<em>mudharabah dalam penghimpunan modal pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan

apakah pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-

Pailit/2017/PN.Niaga.Smg yang memutus pailit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi

Sabilillah sudah sesuai dari ketentuan Hukum Koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan

ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa kedudukan simpanan investasi

berjangka mudharabah tergolong sebagai modal sendiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah yang berbentuk simpanan sukarela dan mengetahui kekurangan pertimbangan hukum yang

dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah karena tidak memperdalam ketentuan hukum koperasi dalam

menentukan tabungan dan simpanan investasi berjangka mudharabah milik pemohon pailit untuk

dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan. Saran penulis kepada Majelis Hakim pengadilan niaga

sebaiknya dalam memutus pailit badan hukum koperasi perlu melihat ketentuan-ketentuan hukum koperasi

Indonesia, yang kemudian dari ketentuan tersebut dimasukan juga dalam pertimbangan hukum Majelis

Hakim, sehingga  memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

......

This Thesis discusses Bankruptcy of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi

Sabilillah by Semarang Commercial Court. For this reason, an analysis is carried out following the

consideration of the judge in verdict number 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg regarding bankruptcy of

the Savings and Loan Cooperative and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah in accordance with the

provisions of Cooperative Law. The problems discussed within this thesis are how the position of

mudharabah investment deposits in capital of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing and

whether the Judges consider the verdict in Decision Number 12/Pdt.Sus-Pailit /2017/PN.Niaga.Smg which

decides bankrupt Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah is in accordance

with the legal aspects of the cooperative. The research method used in this writing is juridical normative.

The results is knowing that the position of mudharabah deposit is classified as the equity of the Savings and

Loan Cooperatives and Islamic Finance, which is in the form of voluntary savings and know the lack of
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legal considerations made by the Panel of Judges in making bankrupt decisions against Savings and Loan

Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah because it does not deepen the legal provisions of

cooperatives in determining bankruptcy applicants savings and mudharabah deposits to be categorized as

debt in bankruptcy law. The authors advice to the Judges of the commercial court should be in deciding

bankruptcy Cooperative legal entities need to look at the legal provisions of Indonesian cooperatives, which

then from the provisions are included also in the judicial legal considerations, so as to provide legal certainty

and justice for litigants.


